
 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  

IBUKOTA JAKARTA 

 

NOMOR    TAHUN   

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2017-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta 

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu disusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional;  

  b.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan 

Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang 

RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 

menyusun dan menetapkan RKPD; 
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  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017-2022; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Pemerintahan Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015 – 2019; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Peraturan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah 2030; 

29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 – 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 

5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
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Jakarta yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang 

kota administrasi dan kabupaten administrasi. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 5 (lima) tahunan. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 

12. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.  

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 

isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 
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22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran RPJMD. 

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 

25. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk 

mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh 

dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya 

pembangunan daerah secara utuh. 

26. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 

Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. 

27. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Merupakan rencana 

strategis perusahaan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan 

analisa teknis, akurat dan tepat bagaimana perusahaan akan di arahkan 

dan bagaimana semua sumberdaya yang di miliki dapat dialokasikan 

untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dan di sesuaikan 

dengan kondisi faktor politik maupun ekonomi secara global. 

28. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran 

tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP) BUMD. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi : 

a. visi, misi, dan program Kepala Daerah; 

b. tujuan, sasaran, strategi,  

c. arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah; 

d. program perangkat daerah, dan; 
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e. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
  

 
 

Pasal 3 

RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan  

RKPD Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 
Renja Perangkat Daerah serta BUMD dalam penyusunan Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

PELAKSANAAN RPJMD 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD 
setiap tahunnya 

(2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra 
perangkat daerah dan Renja perangkat daerah 

(3) BUMD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggara 

Perusahaan (RKAP) dalam rangka mencapai tujuan pendirian dan 

pengembangan BUMD dan/atau mendukung pencapaian visi misi 

kepala daerah. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD. 

 

Pasal 5 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
Bappeda meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. program perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah; 

b. kegiatan pembangunan daerah;  
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c. indikator kinerja program dan/atau kegiatan pembangunan daerah; 

d. target program dan/atau kegiatan pembangunan daerah. 

 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan 

dalam Renstra perangkat daerah, RKPD, RJPP, dan RKAP. 

(4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 
rangka menjamin: 

a. program Perangkat Daerah/program pembangunan jangka menengah 
daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran 
pembangunan tahunan daerah; dan 

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan 

kedalam rencana program, RJPP, RKAP dan kegiatan prioritas 
pembangunan tahunan daerah. 

(5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk 
mengevaluasi dan memastikan bahwa program Perangkat 

Daerah/program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas 
yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah 
daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD dan RKAP. 

 

Pasal 6 

(1) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana 

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai 
misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan 

jangka menengah daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi 
pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka 

menengah nasional. 

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan 

strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5, hasil evaluasi RKPD dan RKAP BUMD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJMD dapat diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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BAB V 

KEADAAN KAHAR 

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (force majeur) maka 
pelaksanaan penyelanggaraan RPJMD dapat dievaluasi oleh 
Pemerintah Daerah 

(2) Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeur) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, 

konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar 
kewenangan pemberi dan penerima tugas 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022, 

maka penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada : 

a. RPJMD 2017-2022; 

b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 

2005-2025; 

c. RPJMN 2020-2024;  

d. program prioritas nasional dalam RKP 2022; 

e. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan  

f. memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.  

(2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 

dan/atau dokumen RPJMD 2017 – 2022 berakhir, maka penyusunan 

RKPD Tahun 2023 berpedoman pada : 

a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 

2005-2025; 

b. RPJMN 2020-2024;  

c. program prioritas nasional dalam RKP 2023; 

d. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan  

e. memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.  

(3) Struktur program pada RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  
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(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022 dan RKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman APBD 

Tahun 2023.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

 

     Ditetapkan di Jakarta 

     pada tanggal    

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, 
 

 

                                                                                    Ttd. 

 

Anies Baswedan, PhD. 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada  tanggal     

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, 

 

                                         Ttd. 

 

Saefullah 

NIP 196402111984031002 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

TAHUN        NOMOR     
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                    Salinan sesuai dengan aslinya 
 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

 
 

 
 
                              Yayan Yuhana 

                   NIP 196508241994032003 
 

 

 

 

 


